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Accepted date: 17 Desember 2025 dalam hubungan pusat-daerah, khususnya dalam pengelolaan aset publik di Jakarta. Artikel
ini menganalisis pola hubungan dan power interplay antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintah Daerah Khusus Jakarta dalam mengelola Barang Milik Negara (BMN) dan
Barang Milik Daerah (BMD) pasca transformasi Jakarta menjadi Provinsi Daerah Khusus
melalui UU Nomor 2 Tahun 2024. Penelitian hukum doktrinal ini menggunakan
pendekatan konseptual dengan menganalisis peraturan perundang-undangan terkait serta
literatur mengenai desentralisasi dan resentralisasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa
pemberian kewenangan khusus kepada Menteri Keuangan untuk mengelola BMN di
Jakarta guna membiayai pembangunan IKN berpotensi menggerus otonomi daerah dalam
mewujudkan visinya sebagai pusat perekonomian nasional dan kota global. Kondisi ini
menciptakan konflik kewenangan (power interplay) yang mengarah pada resentralisasi
administratif dan fiskal. Artikel ini merekomendasikan perlunya penguatan koordinasi
berbasis shared revenue dan shared responsibility yang proporsional antara Pemerintah
Pusat dan Daerah untuk mengoptimalkan pengelolaan aset publik di Jakarta.
Keyword: hubungan pusat-daerah, power interplay, resentralisasi, pengelolaan aset publik

ABSTRAKSI

The relocation of the National Capital from Jakarta to Nusantara through Law Number 3
of 2022 as amended by Law Number 21 of 2023 has created new dynamics in central-
regional relations, particularly in the management of public assets in Jakarta. This article
analyzes the relationship patterns and power interplay between the Central Government and
the Special Regional Government of Jakarta in managing State-Owned Assets (BMN) and
Regional-Owned Assets (BMD) following Jakarta's transformation into a Special
Provincial Region through Law Number 2 of 2024. This doctrinal legal research employs
a conceptual approach by analyzing relevant legislation and literature on decentralization
and recentralization. The findings indicate that granting special authority to the Minister of
Finance to manage BMN in Jakarta to finance IKN development potentially erodes regional
autonomy in realizing its vision as a national economic center and global city. This
condition creates a conflict of authority (power interplay) leading toward administrative
and fiscal recentralization. This article recommends the need to strengthen coordination
based on proportional shared revenue and shared responsibility between the Central and
Regional Governments to optimize public asset management in Jakarta.

Kata Kunci: central-regional relations, power interplay, recentralization, public asset
management
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PENDAHULUAN

Pemindahan Ibukota Negara dari Jakarta
ke Nusantara melalui Undang-Undang Nomor
3 Tahun 2022 sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2023 tentang
Ibu Kota Negara (UU IKN) merupakan sebuah
sejarah  besar  ketatanegaraan Indonesia
modern. Tidak saja karena massive-nya impact
dari teknis pemindahan tersebut tetapi juga
luasnya aspek tata kelola kenegaraan yang
Salah adalah
signifikasinya terhadap Jakarta sebagai Ibu
Jakarta, yang

sebelumnya berstatus sebagai Daerah Khusus

terpengaruh. satunya

Kota yang di tinggalkan.

Ibukota, kini bertransformasi menjadi Provinsi
Daerah Khusus
Undang Nomor 2 Tahun 2024 sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang No 151
tahun 2024 tentang Provinsi Daerah Khusus
Jakarta (UU DK]J). Kekhususan Jakarta dalam
undang-undang a quo dimaksudkan untuk
terkait
Pusat

Jakarta melalui Undang-

menyelenggarakan  pemerintahan

pelaksanaan fungsi sebagai

Perekonomian Nasional dan Kota Global (Pasal
1 UU DK]).

Sebagai Pusat Perekonomian Nasional,
Jakarta diharapkan menjadi simpul aktivitas
ekonomi dan bisnis nasional berskala global
yang mampu menopang pembangunan
ekonomi berkelanjutan. Adapun konsep Kota
Global dimaksud dalam Pasal 1 angka 16 UU
DK]J dirincikan dengan kriteria sebagai berikut:
1) kota yang menyelenggarakan kegiatan
internasional di bidang perdagangan, investasi,
bisnis, pariwisata, kebudayaan, pendidikan,
kesehatan; 2) menjadi lokasi kantor pusat

perusahaan dan lembaga baik nasional,
regional, maupun internasional; serta 3)
menjadi pusat produksi produk strategis

internasional. Melalui tiga kriteria tersebut
tentunya diharapkan dapat menciptakan nilai
ekonomi yang besar, baik bagi kota yang
bersangkutan maupun bagi daerah sekitar.

Modal Jakarta untuk mewujudkan visi
tersebut sesungguhnya telah tersedia, terutama
dengan keberadaan infrastruktur ekonomi yang
mapan. Data BPS Provinsi DKI Jakarta mencatat
hingga tahun 2020 terdapat 4.702 perusahaan
asing  yang  beroperasi di  Jakarta
(Jakarta.bps.go.id, 2020), selin itu BKPM dalam
laman resminya memberikan laporan bahwa
total Ivestasi yang masuk ke Jakarta tahun 2023
mencapai US$ 8.47 miliar (BKPM, 2023). Hal ini
menunjukkan bagaimana Jakarta memiliki daya
Tarik sebagai destinasi investasi global. Modal

strategis ini semakin diperkuat dengan
ketersediaan =~ bangunan gedung kantor
pemerintahan yang akan  ditinggalkan
penghuninya  seiring  pemindahan ke
Nusantara.

UU IKN (Pasal 22 ayat (1))

mengamanatkan seluruh lembaga negara untuk
berpindah kedudukan secara bertahap, yang
konsekuensinya menghasilkan kekosongan
pemanfaatan gedung-gedung pemerintah di
Jakarta. Direktorat Jenderal Kekayaan Negara
(DJKN)
terdapat kurang lebih Rp 1.640 triliun nilai aset
Barang Milik Negara (BMN) di Jakarta, yang

terdiri dari kantor pusat, kantor wilayah, dan

Kementerian Keuangan mencatat

kantor pelayanan berbagai kementerian dan
Lembaga (bisnis.tempo.co, 2024). Nilai tersebut
merupakan jumlah yang sangat besar untuk
satu nilai tanah dan bangunan di wilayah seluas
Jakarta. Meskipun tidak seluruh bangunan
gedung di Jakarta merupakan BMN, akan tetapi
bangunan gedung BMN di Jakarta menempati
lokasi-lokasi dan wilayah strategis atau central
bussiness district dari Jakarta. Lihat saja misalnya
kantor pusat Badan Pengelola BUMN yang
berlokasi di depan Monas, atau kantor pusat
Kementerian Pemuda dan Olahraga yang
berada di areal Senayan.

Namun demikian, ketersediaan aset
publik dalam jumlah masif tersebut justru
tersendiri,

memunculkan kompleksitas

ranah
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hubungan  pusat-daerah. = Terdapat power
interplay atau konflik kepentingan yang inheren
antara Pemerintah Daerah Jakarta dan
Pemerintah Pusat (Kementerian Keuangan)
dalam pengelolaan aset-aset strategis tersebut.
Pada satu sisi, Jakarta sebagai pemilik wilayah
memiliki  kepentingan  legitimat dalam
melakukan penataan bangunan gedung sebagai
bagian integral dari penataan wajah kota dan
tata ruang kota global, sebagai bentuk domain
desentralisasi dan otonomi pemerintahan
daerah. Pada sisi lain, Pemerintah Pusat selain
masih memiliki kepentingan untuk tetap
menggunakan bangunan gedung milik negara
(BMN) di Jakarta guna menjalankan fungsi-
fungsi pelayanan publik, juga lebih dari itu,
memiliki kepentingan untuk menghasilkan
pendapatan (generate revenue) dari pengelolaan
dan optimalisasi aset tersebut.

Kepentingan pemerintah pusat tersebut
tercermin jelas dalam konstruksi normatif UU
IKN yang memberikan amanat kepada
Kementerian/Lembaga untuk mengalihkan
pengelolaan BMN yang berada di wilayah
Jakarta kepada Kementerian Keuangan. Melalui
ketentuan Pasal 27 hingga Pasal 29 UU IKN,
Menteri Keuangan diberi kewenangan khusus
melakukan dan

dalam pemanfaatan

pemindahtanganan yang berbeda secara
signifikan dari pengaturan sebelumnya dalam
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (UU Perbendaharaan
Negara). Salah satu perubahan fundamental
adalah kewenangan pemindahtanganan BMN
yang hanya memerlukan pelaporan kepada
DPR, berbeda dengan ketentuan sebelumnya
dalam Pasal 45 ayat (2) UU Perbendaharaan
Negara yang mensyaratkan persetujuan
DPR/DPRD.

mengindikasikan

Pergeseran mekanisme  ini

penguatan kontrol
pemerintah pusat atas aset-aset strategis di
yang
berkurangnya ruang Pemerintah Daerah dalam

Jakarta, tentunya berkorelasi atas

proses penataan dan pengelolaan aset publik di
wilayahnya sendiri.

Dinamika  hubungan  pusat-daerah
dalam konteks pengelolaan aset publik di
Jakarta perlu dipahami melalui kerangka
teoritis desentralisasi dan otonomi daerah.
Secara normatif, hubungan pusat-daerah dalam
sistem pemerintahan Indonesia dibangun atas
asas otonomi dan tugas pembantuan dengan
prinsip otonomi seluas-luasnya, sebagaimana
diatur dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (UU Pemda). Dimana desentralisasi
diartikan  sebagai  penyerahan  Urusan
Pemerintahan oleh Pemerintah Pusat kepada
daerah otonom berdasarkan Asas Otonomi
(pasal 1 angka 8 UU Pemda). Jakarta melalui
status “khususnya” yang ditetapkan dalam UU
DK]J justru menunjukkan bahwa desentralisasi
yang berlangsung di Jakarta merupakan praktik
dari konsep asymmetric decentralization, yakni

praktik yang memberikan kewenangan kepada

daerah tertentu untuk mengatur urusan
pemerintahannya dengan beberapa
kekhususan  sebagai respons terhadap

keberagaman internal seperti sejarah-budaya
atau konteks politik pasca-konflik, termasuk
perbedaan kapasitas governance, sumber daya,
dan fiscal yang dimiliki suatu daerah (Lidstrom,
2007).

Berbeda dengan Aceh, Papua (Papua,
Papua Barat,

Papua Barat Daya, Papua

Pegunungan, Papua Tengah, dan Papua
Selatan), dan Daerah Istimewa Yogyakarta,
kekhususan Jakarta pasca UU DK] memiliki
karakteristik

pembatasan otonomi fiskal dalam pengelolaan

justru menampilkan potret

asset public di wilayahnya. Kondisi ini
memunculkan pertanyaan mengenai potensi
resentralisasi dalam konteks hubungan pusat-
daerah di Jakarta. Dickovick  (2014)
mendefinisikan resentralisasi sebagai proses
pengurangan otonomi pemerintah daerah
melalui penarikan kembali kewenangan yang
telah

dapat

sebelumnya didesentralisasikan.

Resentralisasi termanifestasi dalam

berbagai bentuk, termasuk resentralisasi fiskal,
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administratif, dan politik. Dalam konteks
Jakarta, pemberian kewenangan khusus pada
Menteri Keuangan dalam pemanfaatan dan
publik

diinterpretasikan sebagai bentuk resentralisasi

pemindahtanganan  asset dapat
administratif dan fiskal. Mempertimbangkan

bahwa bentuk pemanfaatan dan atau
pemindahtanganan yang dilakukan Pemerintah
Pusat kontradiktif dengan rencana tata kelola
wilayah dan/atau rencana penerimaan (generate
revenue) dari Pemerintah Jakarta.

Problematika konflik kepentingan (power

interplay) dalam pengelolaan aset publik ini

bukan persoalan sederhana yang dapat
diselesaikan  hanya  melalui  koordinasi
administratif. Pengalaman empiris

menunjukkan bahwa konflik kepentingan
dalam pengelolaan aset publik seringkali
berakibat pada
gedung atau setidak-tidaknya tidak optimalnya
publik.
Republik Indonesia (2024) mencatat berbagai

terbengkalainya bangunan

pemanfaatan  aset Ombudsman
kasus fasilitas publik yang terbengkalai akibat

konflik kewenangan dan ketidakjelasan
pengelolaan. Dalam konteks Jakarta pasca
pemindahan ibukota, potensi inefisiensi dan
ketidakoptimalan pengelolaan aset menjadi
semakin besar mengingat nilai strategis dan
ekonomis aset yang luar biasa besar.

Berdasarkan kompleksitas persoalan
tersebut, penelitian ini berupaya membedah
pola hubungan  pusat-daerah dalam
pengelolaan asset public yang terbentuk di
Jakarta pasca terbitnya UU IKN dan UU DK].
Pertanyaan fundamental yang muncul adalah:
masihkah tersisa posisi tawar (bargaining
position) dari Pemerintah Daerah Jakarta dalam
publik

wilayahnya? Ataukah telah terjadi resentralisasi

pengelolaan  aset strategis  di

kewenangan yang menggerus esensi otonomi
daerah Jakarta? Kajian ini menjadi urgen
mengingat Jakarta bukan sekadar daerah
otonom biasa, melainkan daerah khusus

dengan fungsi strategis sebagai pusat

perekonomian nasional dan kota global yang

memerlukan fleksibilitas dan kewenangan

memadai dalam pengelolaan aset untuk
mewujudkan fungsi strategis tersebut.

Topik spesifik mengenai pola relasi atau
hubungan pusat-daerah dalam pengelolaan
(BMN) di Jakarta
pemindahan Ibu Kota Negara belum pernah
diteliti
sebelumnya dengan relevansi topik pada artikel

asset public pasca

sebelumnya. Beberapa penelitian
ini dapat dilihat dari artikel Laga Sugiarto, dkk
(2025), Optimalisasi Pengelolaan Barang Milik
Negara Untuk Pendanaan Ibu Kota Negara Baru,
Syifa Rachmania Komara (2025), Reformasi
Pengelolaan ~ Aset  Daerah Melalui  Upaya
Digitalisasi Di  Wilayah Dki  Jakarta, Oswar
Mungkasa (2024), Mewujudkan Kota Global di
Indonesia: Pembelajaran Transformasi Tata Kelola
Pemerintahan Kota Global Dunia, serta Jose Arif
Lukito, dkk (2024), Optimising Government
Assets In Jakarta, Indonesia, Post Relocation Of The
Capital City. Meskipun memiliki kesamaan
ruang lingkup topik, tetapi penelitian dalam
artikel ini memiliki sudut pandang dan fokus
pembahasan yang berbeda, di mana
pembahasan melibatkan pendekatan multi
disiplin antara hukum, administrasi, dan juga
tata kelola kota.

Berdasarkan uraian latar belakang di
artikel

menjawab pertanyaan penelitian berikut:

atas, ini mencoba memberikan

1. Bagaimanakah pola hubungan

yang
seimbang antara Pusat dan Daerah dalam
pengelolaan aset publik?

2. Bagaimanakah mengurai power interplay
dalam pengelolaan aset publik di Jakarta

pasca pemindahan Ibu Kota Negara?

METODE PENELITIAN

Penulisan artikel ini menggunakan
metodologi yang bersifat penelitian hukum
doktrinal. Menurut P. Ishwara Bhat (2019),
penelitian doktrinal memfokuskan peneliti

pada doktrin yang merupakan sintesa dari
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aturan, asas, norma, atau panduan penafsiran,
dan nilai-nilai. Penelitian doktrinal tidak perlu
menguraikan tentang pengumpulan data yang
menjadi objek utama penelitian, karena datanya
tersedia dalam bentuk bahan hukum yang
tersebar di berbagai sumber bahan hukum.
Adapun sumber data yang digunakan dalam
penelitian ini adalah sumber data sekunder,
bahan
kepustakaan atau literatur yang mempunyai

yaitu data yang diperoleh dari
hubungannya dengan objek penelitian (Salim
HS dan Erlies S, 2018).

Bahan Pustaka yang digunakan dalam
penelitian ini meliputi bahan hukum primer,
berupa peraturan perundang-undangan, bahan
hukum sekudner berupa literatur buku, artikel
jurnal, dan hasil penelitian relevan yang terkait
(Soekanto 1981). Bahan hukum primer yang
digunakan dalam penelitian ini antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004
tentang Perbendaharaan Negara;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah;

3. Undang-undang nomor 3 tahun 2022
sebagaimana telah diubah dengan
undang-undang nomor 21 tahun 2023
tentang Ibu Kota Negara;dan

4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2024
sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang No 151 tahun 2024
tentang Provinsi Daerah Khusus Jakarta;

5.  Peraturan Menteri Dalam  Negeri
(Permendagri) No. 7 Tahun 2024 tentang

Pengelolaan Barang Milik Daerah.

Analisis data yang dilakukan bersifat
kualitatif upaya
memberikan Gambaran deskriptif mengenai

yang
Untuk  melakukan

deskripitif, dengan

permasalahan terjadi secara

komprehensif. analisi
demikian itu maka digunakan pendekatan
dalam
yang
dan

konseptual  (conseptual  Approach)

penelitian  ini, yaitu pendekatan

mempelajari  pandangan-pandangan

doktrin-doktrin dalam ilmu hukum sehingga

menemukan ide yang melahirkan konsep, dan
asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang
dihadapi (Marzuki, 2017).

Secara teoritik, kajian ini diharapkan
dapat memberikan kontribusi teoritis dalam
diskursus hubungan pusat-daerah
(intergovernmental relations), tidak saja dari
aspek legal formal melainkan juga dalam aspek
Selain ini
juga

rekomendasi praktis bagi perumusan kebijakan

administrative. itu  penelitian

diharapkan dapat memberikan
pengelolaan aset publik yang lebih efektif di
Jakarta dalam proses pemindahan ibukota
negara yang masih berlangsung sampai dengan
termasuk dalam

selesainya, rangka

mewujudkan Jakarta sebagai kota global.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengelolaan Aset Publik dalam Sistem
Desentralistik

Pengelolaan aset publik telah menjadi
fokus reformasi manajemen keuangan sektor
publik
dalam konteks peningkatan akuntabilitas dan

di berbagai

negara, terutama

efisiensi penggunaan sumber daya publik (Roje
& Redmayne, 2021). Roje & Redmayne (2021)
bahwa kebutuhan
untuk memperbaiki pengelolaan aset milik

menambahkan

publik mendorong terjadinya reformasi melalui
penerapan New Public
Financial Management (NPFM), yang
menekankan transparansi, akuntabilitas, dan
efisiensi dalam pengelolaan properti negara
(Barang Milik Negara). Meski demikan, masih
menurut Roje & Redmayne (2021) pengelolaan
aset publik dalam negara dengan sistem
desentralistik biasanya sangat terfragmentasi
akibat adanya dalam yurisdiksi atau birokrasi
yang berbeda, atau dengan kebijakan dan
prosedur yang berbeda dalam kerangka
birokrasi tertentu.

Menurut Kaganova & McKellar (2010),
pengelolaan asset publik dalam pemerintahan

yang desentralistik memiliki isu kritis pada
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delimitasi (pembagian dengan pembatasan
jelas) kewenangan dan manajemen keuangan
(distribusi
pemerintah pusat dan daerah. Pandangan ini

pendapatan dan biaya) antara
sejalan dengan pendapat dari Bahl & Martinez-
Vazquez (2006) yang mengatakan bahwa sistem
hubungan fiskal antartingkat pemerintahan
(intergovernmental fiscal relations) yang efektif
memerlukan pada pokoknya memerlukan
pembagian

tanggung jawab pengeluaran,

pembagian kewenangan pendapatan, serta
transfer fiskal antarpemerintah. Terhadap
permasalahan tersebut, World Bank (2001)
sebelumnya pernah memberikan laporan
yang efektif

memerlukan kerangka kerja komprehensif yang

bahwa pengelolaan aset

mengintegrasikan =~ perencanaan  strategis
dengan perencanaan keuangan jangka panjang.
Yaitu

pendekatan siklus hidup aset (asset life-cycle

sebuah  kerangka kerja dengan
approach) yang memastikan bahwa keputusan

investasi,  operasi, = pemeliharaan, dan

pembaruan aset dilakukan secara optimal.
Dalam rangka penerapan NPFM pada

aset sistem

pengelolaan publik  dalam

desentralistik, beberapa elemen kebijakan
penting yang perlu diperhatikan antara lain
dapat dirumuskan dalam beberapa poin
sebagai berikut; 1) pembagian kewenangan
dalam kerangka hukum yang koheren; 2) sistem
informasi aset yang terintegrasi; 3) standarisasi
kebijakan dan prosedur pengelolaan asset; 4)
peningkatan kapasitas sumber daya manusia
dan 5)
mekanisme koordinasi dan konsultasi pusat-
daerah (lihat Kaganova & McKellar (2010);
Mejia (2021); Royal Institution of Chartered
Surveyors [RICS] (2022); Faridah et al. (2023);
dan Organisation for Economic Co-operation and
Development [OECD] (2015)).

Dalam konteks Indonesia, Prayoga (2017)

pengelola  asset; pelembagaan

dan Sumaryana (2024) dalam hasil studinya
telah ada
kerangka regulasi untuk pengelolaan aset

menjelaskan bahwa Meskipun

daerah, tantangan dalam pengelolaan aset

daerah masih mencakup keterbatasan kapasitas
kelembagaan, kelemahan sistem informasi aset,
dan kurangnya koordinasi antara pemerintah
pusat dan daerah sehingga menghambat
optimalisasi aset.

Sebagai  perbandingan,  pengalaman
Selandia Baru, sebagai salah satu negara dengan
praktik terbaik dalam mengelola aset negara,
melakukan pengaturan aset publik di tingkat
pemerintah daerah-nya sesuai dengan rencana
yang disusun berdasarkan Undang-Undang
Pemerintah Daerah (Roje & Redmayne, 2021).
Roje & Redmayne menambahkan bahwa
rencana tersebut menjadi alat perencanaan
jangka panjang utama yang mengintegrasikan
kebijakan aset daerah dengan strategi nasional.
Selain itu, faktor kunci keberhasilan Selandia
Baru menurut Roje & Redmayne (2021) adalah
adanya dukungan kelembagaan melalui NZ
(NAMS)
(NIU)

Kementerian Keuangannya, yang mendorong

Asset Management Support dan

National Infrastructure Unit dalam
dan memfasilitasi praktik, kebijakan, dan sistem

pengelolaan aset infrastruktur serta

bertanggung jawab melakukan tinjauan
nasional mengenai prioritas infrastruktur.
Model pengelolaan aset publik di New
Zealand ini menunjukkan bahwa koordinasi
vertikal antara pemerintah pusat dan daerah
serta dukungan kelembagaan khusus menjadi
prasyarat penting bagi efektivitas pengelolaan
aset publik. Perbandingan ini tentunya dapat
menjadi pertimbangan untuk direplikasi dalam
kerangka regulasi Indonesia mengelola asset

public yang ada di Jakarta.

Pola Hubungan Pusat dan Daerah dalam
Pengelolaan Aset Publik

Dalam negara kesatuan dengan sistem
desentralistik, persoalan hubungan pusat-
daerah timbul karena pelaksanaan wewenang
pemerintahan dibagi kepada daerah-daerah
yang bersifat otonom dan diberi kekuasaan
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untuk menyelenggarakan kepentingan
masyarakat lokal (Hoessein, 1998). Brian C.
Smith (1985)

desentralisasi sebagai distribusi kekuasaan

pernah menjelaskan bahwa

territorial berkaitan dengan tingkat kekuasaan

(power) yang
diserahkan pemerintah  pusat ke

dan kewenangan (authority)
dari
pemerintah lokal melalui hirarki geografis
negara. Sementara itu Cheema dan Rondinelli
(1983) menegaskan bahwa desentralisasi adalah
transfer perencanaan, pengambilan keputusan,
atau kekuasaan administratif dari pemerintah
pusat kepada organisasi pelaksana daerah dan
unit-unit administrasi lokal. Meskipun sudah
cukup lama, padangan-pandangan tersebut

masih relevan dengan praktik desentralisasi

dewasa ini.
Smith  (1985) menjelaskan  bahwa
pelaksanaan  desentralisasi  tidak  hanya

ditujukan untuk kepentingan pemerintah
pusat, melainkan juga untuk kepentingan lokal,
termasuk terwujudnya persamaan politik
(political equality), pemerintahan lokal yang
bertanggung jawab (local accountability), dan
responsivitas masyarakat setempat (local
responsiveness). Dalam konteks pengelolaan aset
publik, prinsip-prinsip ini menuntut adanya
yang
memungkinkan daerah mengelola aset secara

kejelasan  distribusi ~ kewenangan
efektif sambil tetap menjaga kepentingan
nasional.

Pola hubungan pusat-daerah yang tercipta
dari sistem desentralistik itu menurut Bagir
Manan (1994 dan 2001) harus diwujudkan
dalam rangka keadilan dan kesejahteraan sosial
di daerah. Hubungan tersebut tidak boleh
mengurangi hak rakyat daerah untuk turut
serta dalam penyelenggaraan pemerintahan
dan hak daerah untuk berprakarsa mengatur
urusan yang dipandang penting bagi daerah
bersangkutan. Lebih lanjut, hubungan ini dapat
berbeda antara daerah satu dengan lainnya
sesuai keadaan khusus masing-masing. Studi
hubungan pusat-daerah dengan demikian
melibatkan interaksi aktor-aktor pemerintah

dari berbagai tingkatan dalam menjalankan
peran dan fungsi masing-masing (Budiarjo,
2004).

Hubungan antara pemerintah pusat dan
daerah menurut Bagir Manan (1994 dan 2001)
dapat dilihat dalam empat dimensi pola
hubungan: 1) hubungan kewenangan, 2)

hubungan  pengawasan, 3) hubungan
keuangan, dan 4) hubungan kelembagaan.
Dalam hal pengelolaan aset publik, keempat
dimensi ini yang nantinya menentukan
bagaimana aset publik di daerah diatur,
dikelola, diawasi, dan dipertanggungjawabkan.

Hubungan kewenangan menjadi sangat
krusial karena menentukan siapa yang berhak
mengatur dan mengelola aset publik di daerah.
yang
dilimpahkan atau ditugaskan kepada daerah

Ketidakjelasan = batas kewenangan
menimbulkan penafsiran berbeda dan sangat
bergantung pada kebijakan pemerintah pusat.
Pada konteks pengelolaan aset publik di
Jakarta,

Kementerian Keuangan memiliki kewenangan

regulasi mengatur  bagaimana
penuh atas pengelolaan aset berupa Barang
Milik Negara (BMN) (diatur dalam UU IKN)
sementara Pemda DK] memiliki kewenangan
terhadap pengelolaan Barang Milik Daerah
(BMD) (diatur dalam UU DK]). Ruang lingkup
dan irisan kewenangan antara keduanya akan
dibahas pada sub tersendiri selanjutnya.

Rauf (2002) telah

bahwa ketidakharmonisan

Maswadi
menyampaikan
hubungan pusat-daerah dalam pengelolaan
aset publik sering berpangkal pada distribusi
kekuasaan yang timpang. Sementara itu, R.S
Zuhro (2013) menjelaskan bahwa persoalan
ketidakharmonisan kewenangan antara pusat
dan daerah tampak dalam dua hal utama;
tindih
kewenangan pada sektor yang menghasilkan

pertama,  tumpang aturan dan
keuntungan (profit); kedua, kevakuman aturan
pada aspek pembiayaan. Terhadap hal itu
Zuhro menambahkan bahwa persoalan tersebut

tidak cukup dijawab melalui revisi regulasi,
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tetapi juga memerlukan political will dan political
commitment dari para stakeholders

Dalam konteks pengelolaan asset public di
Jakarta, kiranya apa yang disampaikan oleh
Zuhro menjadi sangat relevan untuk dikaji
ulang dan menjadi perhatian.

Tata Kelola Aset di Jakarta dan Ancaman
Power Interplay

Konsep aset publik dalam sistem
perundang-undangan Indonesia dikenal dalam
penamaan Barang Milik Negara (BMN) dan
Barang Milik Daerah (BMD), sebagaimana
diatur dalam Pasal 1 angka 10 dan angka 11 UU
Perbendaharaan (UU No.1/2004). Yaitu semua
barang yang dibeli atau diperoleh atas beban
APBN/D atau berasal dari perolehan lainnya
yang sah. Oleh karena itu, aset publik di Jakarta
pun terdiri dari dua, yaitu BMN dan BMD yang
memiliki dasar pengaturannya masing-masing.

Berdasarkan Pasal 27 UU IKN (UU No. 3
2022),

digunakan

seluruh BMN yang sebelumnya
oleh kementerian/lembaga di
Provinisi Jakarta & provinsi lainnya wajib
dialihkan pengelolaannya kepada Menteri

Keuangan. Selain itu, Menteri Keuangan juga

mendapatkan kewenangan penuh untuk
merencanakan serta melaksanakan
penggunaan, pemanfaatan, atau

pemindahtanganan BMN tersebut. Ketentuan
diambil
pemanfaatan dan/atau pemindahtanganan aset

ini tentunya untuk memastikan
negara di Jakarta yang tidak lagi digunakan
dapat optimal untuk kepentingan pembiayaan
pembangunan IKN (generate revenue).

Menurut Pasal 28 UU IKN (UU No. 3
2022), pengelolaan BMN dapat dilakukan
dalam dua bentuk utama:

1. Pemindahtanganan: pengalihan
kepemilikan aset negara kepada pihak
tidak

persyaratan tertentu seperti perlindungan

lain,  sepanjang melanggar

aset berkategori cagar budaya atau

bernilai penting bagi bangsa.

2. Pemanfaatan: optimalisasi aset negara

tanpa mengubah status kepemilikan,
misalnya melalui kerjasama pemanfaatan

aset dengan pihak ketiga/swasta.

UU IKN (UU No. 3 2022) juga memberikan
kuasa (delegasi) untuk membuat peraturan
menteri keuangan menyangkut segala bentuk
tata cara pengelolaan lebih lanjut, mulai dari
perjanjian ~ pemanfaatan aset  hingga
pemindahtanganan dengan mitra swasta.

Adapun untuk pengelolaan BMD di
Jakarta, telah diatur juga dalam UU DK]J (UU
No. 2/2024).

jelas mengubah status Jakarta dariibu kota

Undang-undang ini

negara menjadi  berfungsi  sebagai
dan kota

mengimplikasikan  perlunya

pusat

perekonomian  nasional global.
Perubahan ini
pengaturan khusus dalam pengelolaan BMD
guna mendukung fungsi baru tersebut. Salah
satu pengaturan penting antara lain dapat
dilihat dari adanya Pasal 47 UU DK] (UU No.
2/2024) yang

pemerintah provinsi

memberi

peluang bagi
Jakarta untuk

yang
memiliki kewenangan lebih luas dibandingkan

membentuk lembaga manajemen aset

provinsi  lain, termasuk  pengelolaan

berbagai bentuk pemanfaatan aset seperti sewa

yang
sekarang dinamai Jakarta Asset Management

dan kerjasama strategis. Lembaga,
Centre, dalam praktik nasional mirip dengan
bentuk dan fungsi dari Lembaga Manajemen
Aset Negara (LMAN).

Hukum DKI Jakarta (2024)

menyampaikan bahwa Pengelolaan BMD yang

Biro

komprehensif melalui lembaga aset daerah
Jakarta  Asset
meningkatkan pendapatan daerah dan efisiensi

seperti Management  Centre
penggunaan aset. Namun demikian, dalam
praktiknya banyak menghadapi tantangan
seperti koordinasi lintas level pemerintahan,
penyelesaian masalah legalitas dan
inventarisasi aset, serta penyesuaian regulasi
daerah termasuk penyusunan Raperda terkait

BMD.
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Secara normatif terlihat bahwa masing-
masing keduanya (pusat dan daerah) memiliki
ruang kewenangan yang tersendiri dan terpisah
(tidak memiliki tindih). Meski
demikian, pengelolaan aset dalam ruang publik
ini (baik BMN atau BMD) tidak bisa melepaskan
dirinya dari aspek spasial atau kewilayahan.

tumpang

Sebagai  contoh, Pmerintah  Pusat

(Kementerian Keuangan) ingin melakukan
pemindahtanganan gedung Badan Pengelola
BUMN di wilayah sekitar Monas kepada
pengembang Hotel (dalam tujuan men-generate
revenue), sementara Pemda Jakarta berencana
menjadikan wilayah monas sebagai pusat
perkantoran Jakarta. Tentunya hal ini akan
menjadi  konflik  kepentingan  diantara
keduanya.

Power interplay diantara kedua nya pun
dapat semakin luas jika dihadapkan pada
pertanyaan apa yang di dapat oleh Jakarta dari
BMN di

Jakarta? Persoalan ini dapat dilihat dalam Buku

pemanfaatan/pemindahtanganan

Rencana Tranformasi Jakarta menuju Kota
Global yang disusun oleh BPAD Jakarta (2023),
yang menjelaskan upaya revitalisasi area
penting seperti Medan Merdeka dan Monas
sedang berlangsung membutuhkan
penyesuaian regulasi, insentif fiskal (misalnya,
pembebasan BPHTB), serta perencanaan ruang
sehingga dapat lebih mendukung daya tarik
investasi.

UU DKJ (UU No. 2/2024) sebenarnya
telah mengatur dalam Pasal 48 ayat (1) bahwa
Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Jakarta
dapat mengusulkan pemanfaatan barang milik
negara yang berada di wilayah Provinsi Daerah
Khusus Jakarta yang

menyelenggarakan urusan pemerintahan di

kepada menteri

bidang keuangan negara (Kementerian

Keuangan). Pengaturan ini seolah-olah
memberi ruang diskusi antara Pusat dan
Daerah dalam pengelolaan asset BMN di
Jakarta.

Meski demikian, pengaturan tersebut

hanya berada pada ruang lingkup kewenangan

Pemda terhadap BMN di wilayahnya.
Sementara itu kebalikannya, UU IKN tidak
memberikan kewenangan kepada Pemerintah
Pusat (Kementerian Keuangan) untuk dapat
mengusulkan pemanfaatan barang milik
daerah (BMD). Selain itu, “frasa mengusulkan
pemanfaatan BMN...” dari pengaturan Pasal 48
ayat (1) UU DKJ menunjukkan aktor utama
dalam pemanfaatan aset publik di Jakarta ada
Seolah
berlangsung proses resentralisasi pada Daerah

Khusus Jakarta.

pada Pemerintah Pusat. sedang

Bayangan  Resentralisasi dan  Upaya
Membangun Koordinasi
Resentralisasi merupakan proses

pembalikan kewenangan yang sebelumnya
telah didesentralisasikan (Dickovick, 2011).
Dickovick mendefinisikan resentralisasi sebagai
proses pengurangan otonomi pemerintah
daerah yang dapat terjadi di berbagai dimensi
baik politik, fiskal,

administratif. Proses ini mencakup penarikan

kenegaraan, ataupun
kembali wewenang pengambilan keputusan,
pengurangan transfer fiskal, atau pembatasan
kewenangan pejabat terpilih daerah.
Resentralisasi di ~ berbagai  negara
melibatkan mekanisme yang berbeda-beda.
Gilley dan Laochankham (2015) menunjukkan
bahwa resentralisasi fiskal dapat memperkuat
pemerintah daerah bila disertai dengan steering
dan constraint yang tepat dari pemerintah pusat.
konteks

resentralisasi sering kali menimbulkan distrust

Namun, dalam Indonesia,
Daerah terhadap Pusat karena kebijakan yang
berubah-ubah dan dianggap merugikan
kepentingan daerah (Zuhro, 2016).

Falleti  (2010)

desentralisasi dan

menganggap bahwa
bukanlah
kondisi yang biner, melainkan spektrum yang

resentralisasi

dinamis dalam evolusi intergovernmental balance
of power, keseimbangan kekuasaan antara Pusat
dan Daerah. Keberhasilan pengelolaan aset
publik di daerah bergantung pada kemampuan
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sistem untuk menemukan titik keseimbangan
yang sesuai dengan konteks lokal, sambil tetap
menjaga kepentingan nasional.

Dalam hal pengelolaan aset di Jakarta,
pendulum desentralisasi dan resentralisasi
akan sangat mempengaruhi mekanisme formal
dan informal dalam memastikan koordinasi
dan kerjasama antara pemerintahan Pusat dan

Daerah.

Sebagai wupaya ikhtiar mencarikan
Wright (1988,  2003) telah

mengembangkan konsep overlapping authority

alternatif,

untuk menggambarkan hubungan antar

pemerintah sebagai serangkaian

tindih di tidak ada
pemerintahan yang memiliki
Agranoff & Radin
menambahkan model

tumpang

mana satu tingkat
kekuasaan
(2015)

tersebut

absolut.
bahwa
menekankan

pentingnya  bargaining  dan

exchange  relationships dalam pengelolaan
kebijakan bersama. Selain itu, konsep tersebut
juga perlu dibangun melakui mekanisme
koordinasi dan kerjasama yang efektif berbasis
prinsip shared responsibility (Agranoff & Radin,

2015).

Selain Agranoff & Radin (2015),
Wallensteen  (2002) menawarkan tujuh
mekanisme resolusi dalam menguraikan

konflik kepentingan antara tingkat pemerintah
daerah),
kepentingan, pembagian sumber, kompromi,

(pusat dan yaitu:  redistribusi

kontrol bersama, arbitrasi pihak ketiga, atau
konflik
tanpa penyelesaian substantif. =Menurut
Wallensteen (2002) resolusi ideal dihasilkan
dari dialog terbuka serta pembagian kontrol

mengandalkan pengakhiran alami

yang proporsional.

Berdasarkan pandangan Agranoff &
Radin serta Wallensteen di atas, kita dapat
meilihat bahwa pengelolaan aset publik (BMN/
D) di Jakrta yang melibatkan dua aktor utama
(pusat dan Daerah), perlu dibangun dalam
ruang koordinasi dan kerjasama yang baik,

termasuk adanya pembagian tanggung jawab
(shared responsibility).

SIMPULAN

Pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) ke

Nusantara meninggalkan dilemma pada
hubungan pusat dan daerah dalam pengelolaan
aset publik (BMN/D) di Jakarta. Pemberian
kewenangan khusus kepada Menteri Keuangan
UU IKN

memanfaatkan, dan memindahtangankan BMN

melalui untuk  mengelola,
di Jakarta guna membiayai pembangunan IKN

(generate  revenue)  tentunya  berpotensi

menggerus otonomi Pemerintah Daerah
Khusus Jakarta dalam menata wilayahnya
sendiri guna mewujudkan visi-nya sebagai
Pusat Perekonomian Nasional dan Kota Global.
Ini adalah suatu kondisi konflik kewenangan
(power interplay) yang dapat diinterpretasikan
menjurus kepada resentralisasi administratif

dan fiskal.

Secara  keseluruhan, masa depan
pengelolaan aset di Jakarta sampai dengan
selesainya pemindahan Ibu Kota Negara sangat
bergantung pada kemampuan Pemerintah
Pusat dan Daerah untuk menemukan titik
baik  dalam

perencanaan maupun pengelolaan.

keseimbangan kewenangan,
Tanpa
koordinasi dan komitmen politik yang kuat dari
konflik dan
bayangan resentralisasi justru dapat menjadi
penghambat.  Baik DK]J

optimalisasi aset BMN untuk IKN.

kedua belah pihak, potensi

visi maupun

Untuk mencapai hal tersebut, hubungan
koordinasi dan komunikasi antara Pemerintah
Pusat (Kementerian Keuangan) dan Jakarta
perlu dipertebal, dan sebagai alternatif dapat
shared
responsibility  yang

dikembangkan kerjasama berbasis

revenue dan  shared

proporsional dalam pengelolaan aset publik
(BMN/D) di Jakarta.
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